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ABSTRAK 

Tata Kelola Kolaboratif Kajian ini berfokus pada pengembangan Wisata Desa Oro-Oro Ombo di 

Kecamatan Batu Kota Batu . Tata kelola kolaboratif mengacu pada keterlibatan kolektif individu 

dalam upaya terkoordinasi untuk mengatasi tantangan bersama. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengkaji peran tata kelola koperasi dalam pengembangan pariwisata Desa Oro Oro Ombo 

Kecamatan Batu Kota Batu. Dalam hal ini, pemeriksaan ekspresif dengan pendekatan subyektif 

dianut sebagai strategi investigasi. Ada sumber informasi penting dan tambahan yang digunakan. 

Untuk menemukan sumber dilakukan pengujian purposive. Informasi dikumpulkan melalui 

persepsi, pemeriksaan dan kesimpulan. Strategi pemeriksaan informasi menggabungkan 

pengurangan informasi, pengenalan informasi, dan legitimasi informasi. Kolaborasi Pemerintahan 

Dalam Peningkatan Pariwisata Kota oro-oro Ombo di Kawasan Batu.Berdasarkan hasil 

penyelidikan, Kota Batu terbukti bermanfaat. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, 

khususnya mengenai partisipasi, penerimaan, komunikasi, kepercayaan dan berbagi hasil sebagai 

hasil hubungan kerja. Kolaborasi antara pemerintah kota dan BUMDes dalam memajukan desa 

wisata sangat luar biasa, terus mengikutsertakan masyarakat sekitar melalui rapat kerja desa . 

Kata kunci : Collaborative Governance, pengembangan wisata. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Adanya suatu pembangunan ialah suatu usaha yang diawali dengan perbaikan ekonomi, 

budaya, dan politik di tingkat nasional dan daerah serta membawa perubahan positif dalam 

berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sektor pariwisata merupakan salah satu kunci 

pembangunan Indonesia. Pengembangan kepariwisataan merupakan pengembangan yang 

berupaya memperbaiki setiap struktur dan fungsi agar mendapatkan hasil yang lebih baik. 

Pengembangan kepariwisataan meliputi semua usaha komersial yang tindakan terkoordinasi yang 

dimaksudkan untuk menyediakan fasilitas, infrastruktur, barang, jasa, dan peralatan yang 

diperlukan untuk menarik dan memenuhi kebutuhan wisatawan. 

Desa Oro-Oro Ombo terletak di Kota Batu. Hutan Tahura R. Soeryo dan Perhutani yang 

menempati areal seluas 11.000 hektar ini memiliki potensi pemandangan gunung yang memukau, 

yang dapat menyumbangkan kekayaan alam, budaya, dan potensi seni dalam pengembangan 

wisata buatan untuk tujuan wisata. Menarik pengunjung. Hasilnya, perkembangan positif jumlah 

wisatawan dari tahun 2011 hingga 2019 memungkinkan 6 juta pengunjung pada tahun 2019 

(Badan Pusat Statistik, 2020). Menurut BPS, banyak objek wisata khususnya banyak orang datang 

untuk mengamati artefak wisata buatan manusia dan menghargai keindahan alam di Desa Oro-oro 

Ombo di kaki Gunung Pandaman. Hal ini menciptakan peluang bagi kepala desa dan penduduk 

lokal untuk mendapatkan keuntungan dari perusahaan atau pekerjaan yang bermunculan di sekitar 

mereka. Menindaklanjuti realisasi tersebut pada musyawarah desa dengan masyarakat, pemerintah 

desa membentuk berbagai sektor usaha desa, termasuk sektor transportasi pariwisata, berdasarkan 

konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 



Untuk membantu pengunjung yang berkunjung ke Oro oro Ombo, pemerintah daerah dan 

masyarakat mengembangkan unit usaha angkutan wisata. Ada tiga fasilitas wisata di dalamnya, 

antara lain toko oleh-oleh yang menjual bahan makanan desa, toilet dan toilet umum, serta layanan 

katering untuk rombongan yang berkunjung. Badan Usaha Angkutan Pariwisata didirikan sebagai 

BUMDes untuk mengembangkan dan menggali potensi desa, dengan tujuan untuk meningkatkan 

kreativitas masyarakat dan meningkatkan ekonomi lokal. Pengelolaan unit usaha angkutan wisata 

oleh BUMDes setempat memerlukan kerjasama dan partisipasi masyarakat setempat. Pengelolaan 

lalu lintas wisata berbasis partisipasi masyarakat mendukung pertumbuhan sosial ekonomi desa 

Oro Oro Ombo dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, kesempatan kerja dan pendapatan 

masyarakat dan desa Oro Oro Ombo. Pengelolaan angkutan wisata yang melibatkan masyarakat 

setempat mengedepankan budaya partisipasi masyarakat, komunikasi dan gotong-royong.. 

Kepariwisataan yang sesuai dengan Undang-Undang Kepariwisataan No. 10 Tahun 2009 

dapat berupa pengaturan kegiatan kepariwisataan yang diselenggarakan oleh berbagai dinas dan 

administrasi yang diberikan oleh masyarakat sekitar, dunia usaha dan pemerintah untuk 

memajukan kepariwisataan. Pertumbuhan pariwisata membutuhkan beberapa faktor kunci seperti 

jalan yang memadai, transportasi dan fasilitas lainnya untuk mendukung pengembangan 

pariwisata.. 

Desa memiliki batas-batas wilayah yang mengatur dan mengarahkan urusan pemerintahan, 

persinggungan masyarakat ketetanggaan berdasarkan kegiatan masyarakat, hak-hak dasar atau 

hak-hak konvensional yang diakui dan dihormati dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Biasanya sebuah perusahaan. organisasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 Peran pemerintah dalam menciptakan divisi pariwisata sangat bermanfaat, 

tujuannya adalah untuk mengoptimalkan sumber daya alam yang berguna dan mampu memberi 



manfaat bagi masyarakat dalam upaya optimalisasi pembangunan wilayah desa yang merata dan 

menciptakan lapangan kerja masyarakat desa di masa depan. 

Ansell dan Gash (dalam Zaenuri 2016) menganalisis pertumbuhan tata kelola, tata kelola 

kolaboratif, sebagai fenomena dan (tren) baru yang menarik. Tata kelola kolaboratif merupakan 

salah satu strategi untuk menjawab kepentingan dari sulitnya anggaran pemerintah tidak mampu 

mengimbangi Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan dan implementasi 

perubahan keinginan masyarakat untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Pemegang saham 

memiliki aset tersebut (Sambodo, 2016).). 

Hal ini merupakan langkah krusial dalam upaya pemerintah menciptakan masyarakat wisata 

guna melestarikan potensi dan keunikan masyarakat. Desa wisata didefinisikan sebagai desa, baik 

Dikelola dan dikemas secara atraktif dan atraktif, dengan berbagai peluang, keunikan dan daya 

tarik wisata yang khas, baik dari segi kualitas fisik lingkungan pedesaan maupun kehidupan sosial 

budaya masyarakatnya. desa yang mulia. tata krama. Strategi alam dengan mengembangkan 

organisasi pendukung pariwisata yang dapat menyerap dan mendorong kegiatan ekonomi dari 

kunjungan wisatawan serta meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat (Shah, 

2017). 

Pendirian BUMDes sebagai lembaga ekonomi daerah baru dan bidang usaha termasuk bidang 

usaha transportasi pariwisata di dalamnya secara tidak langsung akan membawa nilai-nilai baru 

yang mengubah situasi sosial. Kondisi yang menguntungkan akan tercipta untuk pengembangan 

modal sosial masyarakat kelas menengah jika transportasi wisata diterapkan di komunitas lokal. 

Karena modal sosial dianggap sebagai salah satu faktor terpenting untuk mendorong kohesi, 

likuiditas, saling percaya dan saling menguntungkan guna mencapai kemajuan bersama. 



Kusumawati Putri Arum (2017) melakukan penelitian tentang tata kelola kolaboratif dalam 

pengembangan desa wisata. Berdasarkan temuan penelitian ini, Masyarakat Desa Oro Oro Ombo 

Kota Batu Berpegang pada konsep solidaritas, gotong royong dan saling menghormati, mereka 

memiliki modal sosial yang signifikan yang bersumber dari karakteristik masyarakat yang tinggal 

di pedesaan. kesopanan. Modal sosial masyarakat Desa Oro-oro Ombo tercipta melalui asosiasi, 

organisasi masyarakat, dan praktik masyarakat yang masih bertahan. Modal sosial masyarakat desa 

di bidang transportasi meliputi budaya partisipasi jaringan sosial, saling percaya dan gotong 

royong. Pertumbuhan pariwisata di desa Oloooroombo cukup baik, namun masih terdapat kendala 

atau kendala seperti peran tata kelola kolaboratif dalam penyelenggaraan desa wisata 

persinggahan, Hal ini tercermin dari tingkat kepercayaan yang tinggi yang didukung oleh norma-

norma sosial yang kuat. Kolaborasi antar kelompok dalam jejaring sosial.  

Berdasarkan hasil gambaran diatas, maka penulis berinisiatif untuk mengambil judul 

“Collaborative Governance Dalam Pengembangan Wisata Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan 

Batu Kota Batu”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini, didasarkan masalah yang disajikan di latar belakang, 

termasuk: 

1. Bagaimana collaborative governance dalam pengembangan wisata Desa Oro-Oro Ombo 

Kecamatan Batu Kota Batu? 

2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat collaborative governance dalam 

pengembangan wisata Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan permasalahan di atas dan lain-lain, maka tujuan dilakukannya penelitian 

ini adalah untuk: 



1. Mengetahui tata kelola koperasi dalam pengembangan pariwisata di Desa Oloooro Ombo 

Kecamatan Batu Kota Batu 

2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat tata kelola koperasi dalam pengembangan 

pariwisata Desa Oloooro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Setelah melakukan penelitian, antara lain, hasil yang diprediksi dapat dipertimbangkan.: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari kajian ini adalah berencana untuk memberikan referensi, data lengkap dan 

mengetahui lebih jauh seputar partisipasi pemerintah dalam menciptakan pariwisata di Kota 

Oloooro Ombo, Daerah Batu, Kota Batu. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan tentang tata kelola 

koperasi dalam pengembangan pariwisata Desa Oloooro Ombo, Kecamatan Batu, Kota 

Batu.. 

b. Bagi Tempat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbanagan untuk lebih inovatif,kreatif 

serta tepat dalam upaya pemerintah dalam pengembangan wisata Desa Oro-Oro Ombo 

kecamatan Batu Kota Batu. 

c. Bagi Peneliti Lain  

Dapat menjadi bahan referensi untuk meneliti lain yang berkeinginan melakukan riset 

yang sama. 
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